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BARANG & JASA YANG DIPERLUKAN 

DALAM RANGKA PENANGANAN 

PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

PMK- 28 /PMK.03/2020



Pemerintah memutuskan total 

tambahan belanja dan pembiayaan 

APBN Tahun 2020 untuk penanganan 

COVID-19 sebesar Rp405,1 triliun...

... alokasi anggaran di bidang 

kesehatan akan diprioritaskan untuk 

perlindungan tenaga kesehatan, 

terutama pembelian alat pelindung diri 

(APD), alat-alat kesehatan seperti test 

kit, reagen, ventilator, dan lain-lainnya.

ò

LATAR BELAKANG



LATAR BELAKANG

Untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh

tumpah darah Indonesia dari ancaman wabah virus corona

Untuk mendukung ketersediaan obat -obatan , alat kesehatan ,

dan alat pendukung lainnya dalam rangka penanganan wabah

virus corona



SUBJEK

Yang mendapatkan fasilitas dalam PMK ini 

adalah Pihak Tertentu , yaitu:

Badan/Instansi Pemerintah , 

baik pusat maupun daerah, yang 

ditunjuk untuk melakukan 

penanganan pandemi COVID-19

Pihak Lain yang ditunjuk oleh 

Badan/Instansi Pemerintah atau 

Rumah Sakit untuk membantu 

penanganan pandemi COVID-19

Rumah Sakit yang ditunjuk 

sebagai rumah sakit rujukan 

untuk penanganan pasien 

pandemi COVID-19



Á Obat-obatan;

Á Vaksin;

Á Peralatanlaboratorium ;

Á Peralatanpendeteksi;

Á Peralatanpelindung diri;

Á Peralatanuntuk perawatan pasien; dan/atau

Á Peralatan pendukung lainnya yang dinyatakan

untuk keperluan penanganan pandemi COVID-19.

OBJEK

Á Jasakonstruksi;

Á Jasakonsultasi, teknik, dan manajemen;

Á Jasapersewaan; dan/atau

Á Jasa pendukung lainnya yang dinyatakan untuk

keperluan penanganan pandemi COVID-19.

BARANG JASA



FASILITAS
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI



01
Atas impor BarangKenaPajak(Objek PMK)oleh Pihak Tertentu

tidak dipungut PPN

02
Atas penyerahan Barang Kena Pajak/JasaKena Pajak (Objek PMK) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP)

kepada Pihak Tertentu, PPN ditanggung pemerintah

Á termasuk juga penyerahan berupa pemberian cuma-cuma

Á PKP wajib membuat Faktur Pajak yang memuat keterangan khusus*

Á PKP harus membuat SSP/cetakan kode billing yang dibubuhi cap/tulisan khusus*

Á PKP harusmembuat Laporan Realisasi PPN Ditanggung Pemerintah (Lampiran A.1 PMK)

Á Laporan & SSP/cetakan kode billingdisampaikan ke KPP tempat PKP terdaftar paling lama:

a. 20 Juli 2020

(Masa Pajak April-Juni 2020)

b. 20 Oktober 2020

(Masa Pajak Juli-September 2020)

PPN
PERLAKUAN PERPAJAKAN

*) òPPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 28 /PMK.03/2020ó



03

PPN
PERLAKUAN PERPAJAKAN

Atas pemanfaatan JasaKena Pajak(Objek PMK) dari luar Daerah Pabeandi dalam Daerah Pabeanoleh

Pihak Tertentu, PPN ditanggung pemerintah

Á Pihak Tertentu harus membuat SSP/cetakan kode billing yang dibubuhi cap/tulisan khusus*

Á Pihak Tertentu harusmembuat Laporan Realisasi PPN Ditanggung Pemerintah (Lampiran A.2 PMK)

Á Laporan & SSP/cetakan kode billing disampaikan ke KPP tempat PKP terdaftar paling lama:

a. 20 Juli 2020

(Masa Pajak April-Juni 2020)

b. 20 Oktober 2020

(Masa Pajak Juli-September 2020)

04
Atas impor Barang Kena Pajak yang digunakan untuk pemanfaatan JasaKena Pajak (Objek PMK) dari

luar Daerah Pabeandi dalam Daerah Pabeanoleh Pihak Tertentu, tidak dikenai PPN sepanjang

memiliki SKJLN(Surat Keterangan Pemanfaatan JasaKena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam

Daerah Pabean)sebelum melakukan impor

*) òPPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 28 /PMK.03/2020ó



PPN
FORMAT LAPORAN

Dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP (Objek PMK) 

kepada Pihak Tertentu

LAMPIRAN A.1 PMK LAMPIRAN A.2 PMK

Dibuat oleh Pihak Tertentu yang melakukan pemanfaatan JKP (Objek PMK) 

dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean



FASILITAS
PAJAK PENGHASILAN



PPh PASAL

IMPOR
22

Pihak Tertentu yang melakukan impor barang (Objek PMK)

diberikan pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor

dalam Masa PajakApril-September 2020

Á Pembebasan dilakukan oleh Ditjen Bea Cukai tanpa Surat

Keterangan Bebas (SKB)

Á Pembebasanberlaku sejak PMK ini diundangkan sampai dengan

30 September 2020

Á Pihak Tertentu harus menyampaikan Laporan Realisasi

Pembebasan PPh Pasal 22 Impor (Lampiran EPMK)

Á Laporan disampaikan kepada Kepala KPP tempat terdaftar

paling lambat:

a. 20 Juli 2020

(MasaPajak April-Juni 2020)

b. 20 Oktober 2020

(MasaPajak Juli-September2020)

PERLAKUAN PERPAJAKAN


